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Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Studi Kasus pada
Kabupaten Halmahera Timur





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak
daerah pada Kabupaten Halmahera Timur. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang berasal dari laporan keuangan Kabupaten Halmahera Timur dan
data keuangan lainnya yang terdapat dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPKAD) Kabupetan Halmahera Timur. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data deskriptif dan studi
kasus. Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran atas besaran kontribusi
pajak daerah terhadap PAD, perhitungan atas tingkat optimalisasi pajak daerah
atas pajak daerah yang memberikan pemasukan terbesar dan mencari upaya-
upaya serta hambatan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hasil dari
penelitian ini adalah bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama tahun
2011 – 2015 sangat signifikan dan tingkat optimalisasi penerimaan pajak daerah
yang terbesar adalah sangat optimal untuk tahun 2014 dan optimal untuk tahun
2015.
Kata kunci: Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, Tingkat Optimalisasi
Pajak Daerah
This study aimed to analyze the optimization of local tax revenue in East
Halmahera. The data used is secondary data derived from the financial
statements of East Halmahera and other financial data contained in the
Department of Finance and Asset Management (DPKAD) Kabupetan East
Halmahera. This study is a qualitative study using descriptive data analysis and
case studies. In this study, also carried out measurements on the contribution of
local taxes to PAD, calculations of the level of optimization of local taxes on local
taxes are its greatest asset and search efforts and obstacles in increasing local
tax revenue. Results from this study is that the contribution of local taxes to
revenue for the year 2011 - 2015 is very significant and the level of tax revenue
optimization largest area is highly optimized for the year 2014 and is optimal for
the year 2015.
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Dewasa ini kita tentu mengenal sistem otonomi daerah yang dijalankan
oleh pemerintah daerah. Sejak zaman reformasi seluruh pemerintah daerah
melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kebebasan pada
pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri. Namun jauh sebelum
zaman reformasi, lebih tepatnya pada zaman orde baru peraturan akan sistem
pemerintahan daerah telah ada yaitu Undang-undang No 5 tahun 1974. Pada
dasarnya peraturan ini lahir karena ingin memberikan otonomi sebesar-besarnya
pada pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaanya justru aroma sentralisasi
lebih kental terasa dibandingkan prinsip desentralisasi. Tidak adanya kejelasan
mengenai pemberian dana perimbangan ke pemerintah daerah serta sistem
pemerintahan yang masih sentralisasi membuat peraturan ini tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
Sejak zaman reformasi pada pertengahan tahun 1998, banyak pihak yang
menginginkan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan prinsip
desentralisasi pemerintah daerah. Dengan adanya tuntutan tersebut mulailah era
adanya prinsip good governance. Sebuah pemisahan yang jelas tercipta antara
legislatif, yudikatif dan eksekutif. Akhirnya muncullah perarturan yang mengatur
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu Undang-undang No 22
tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No
25 tahun 1999 yang mengatur tentang dana perimbangan keuangan pemerintah
pusat dan daerah. Dengan lahirnya peraturan tersebut peran legislatif di daerah
semakin jelas, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden
2tetapi kepada DPRD. Hal ini berdampak pengawasan di daerah lebih jelas
daripada dahulu di zaman orde baru. Reformasi atas peraturan ini terus berlanjut
dengan adanya undang-undang 32 tahun 2004 menggantikan undang-undang
22 tahun 1999 dan undang-undang 33 tahun 2004 menggantikan undang-
undang 25 tahun 1999.
Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah diberikan
kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.
Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol
pemanfaatan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), selain itu otonomi daerah juga menciptakan adanya persaingan yang
sehat antar daerah dan diharapkan dapat menciptakan inovasi dalam
pelaksanaanya. Bersamaan dengan adanya kewenangan tersebut, Pemerintah
Daerah dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di
daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan
pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan
PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil,
peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.
Padahal, dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat
kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah,
sejumlah setidaknya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam
APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk
meningkatkan kualitas pemerintahan daerah tersebut melalui pembelanjaan
APBD.
3Jika kita melihat pada APBN-P 2015 Pemerintah bersama panitia kerja
(panja) belanja DPR RI telah menyetujui pagu anggaran untuk dana transfer
daerah dalam postur sementara 2015 sebesar Rp637,9 triliun. Dalam pagu
tersebut, jika di-breakdown, ada anggaran untuk dana alokasi umum (DAU) yang
ditetapkan besarannya yakni Rp352,9 triliun. Angka tersebut meningkat Rp3,65
triliun dibanding usulan awal yang diajukan dalam RAPBN 2015 sebesar
Rp349,2 triliun atau naik Rp5,57 triliun dari tahun 2014. Meski aliran dana ini
meningkat, pemerintah telah menetapkan ada dua provinsi yang tidak akan
mendapatkan jatah dana alokasi umum yakni Provinsi Kalimantan Timur dan DKI
Jakarta. Selain itu di tingkatan kabupaten, ada dua daerah yang juga tidak
mendapat kucuran dana alokasi umum yakni Kabupaten Kutai Kertanegara dan
Kabupaten Bengkalis. Jika kita melihat dari data diatas dari 35 Provinsi yang ada
di Indonesia hanya ada 2 provinsi saja yang sudah mampu memaksimalkan
PAD-nya sehingga tidak memerlukan lagi bantuan dana dari pemerintah. Tidak
hanya provinsi namun ada juga dua kabupaten yang bisa hidup mandiri tanpa
dana perimbangan dari sekitar 514 kabupaten/kota. Melihat dari kenyataan ini
kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi
daerahnya masih cukup rendah.
Hal ini juga tercerminkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun
2015 kabupaten Halmahera Timur yang melaporkan jumlah pendapatan asli
daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp 43.277.965.375,00 dengan total
anggaran total pendapatan sebesar Rp 686.398.792.375,00 atau PAD yang
dianggarkan hanya 6,31% saja dari total penerimaan. Lalu sisanya yang sebesar
Rp643.120.827.000,00 dianggarkan pada pendapatan dana transfer dari
pemerintah pusat atau sebesar 93,96%. Hal ini sungguh mencengangkan
mengingat total pendaptan transfer yang dianggarkan sekitar 6,7 kali lipat dari
4total PAD yang dianggarkan. Jika kita melihat data-data tersebut kita dapat
menyimpulkan betapa besarnya harapan pemerintah daerah akan dana bantuan
dari pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Hal ini tentu saja
berkebalikan pada tujuan dari undang-undang otonomi daerah yang
mengharapkan pemerintah daerah dapat mandiri tidak hanya dalam mengatur
daerahnya saja tetapi juga dalam hal kemandirian keuangan.
Undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 157 menyatakan PAD terdiri dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan pemerintah daerah
dalam memaksimalkan potensi daerahnya untuk mendapatkan PAD yang
sebesar-besarnya masih menjadi hal yang sulit dilaksanakan. Padahal jika bisa
diolah dengan baik potensinya tentu saja dapat meningkatkan kemandirian
pemerintahan daerah atas dana perimbangan pusat.
Batubara (2009) menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan
semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Pajak
daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil perusahaan dan
kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Jika kita melihat dari komponen PAD yang ada menurut Florida (2007)
menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
kabupaten dan kota di Sumatera Utara, yaitu sebesar 68%. Namun, secara
parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang secara signifikan
berpengaruh, sedangkan dua variable lainnya tidak dominan berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
5Rina (2009) menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara
positif terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang dengan elastisitas sebesar
0,193, yang berarti bahwa jika pajak daerah meningkat sebesar satu persen,
maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar 0,193 persen (cateris
paribus). Relatif kecilnya pajak daerah di Kabupaten Sumedang ini disebabkan
oleh masih banyaknya hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang.
Landiyanto (2005) menemukan bahwa ketergantungan daerah terhadap
pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD dan belum
optimalnya pendapatan/laba BUMD. Butuh waktu yang lama untuk membangun
kemandirian daerah dalam membiayai anggaran pengeluaran belanja daerah
minimal belanja pegawainya.
Seharusnya dengan lahirnya undang-undang 32 tahun 2004
menggantikan undang-undang 22 tahun 1999 dan undang-undang 33 tahun
2004 menggantikan undang-undang 25 tahun 1999 diharapkan pemerintah
daerah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan maksimal. Berdasarkan
penelitian terdahulu dapat kita lihat bahwa tingkat kemandirian pemerintah
daerah dipengaruhi secara simultan dengan peningkatan PAD pada daerah
tersebut. PAD yang menjadi sumber penerimaan tertinggi dan memiliki pengaruh
yang simultan adalah dari pajak daerah. Namun hal ini masih belum bisa
menjadikan mayoritas pemerintah daerah bisa mandiri karena masih banyak
sekali daerah yang memiliki ketergantungan cukup tinggi pada dana
perimbangan dari pusat. Hal ini dapat dibuktikan dengan alokasi dana
perimbangan di APBN-P sejumlah Rp637,9 triliun. Dari dana sejumlah dana itu
pemerintah telah menetapkan ada dua provinsi yang tidak akan mendapatkan
6jatah dana alokasi umum yakni Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.
Selain itu di tingkatan kabupaten, ada dua daerah yang juga tidak mendapat
kucuran dana alokasi umum yakni Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten
Bengkalis. Berkaca pada kondisi tersebut dari sekitar 35 Provinsi dan 415
Kabupaten/kota hanya ada 2 provinsi dan 2 kabupaten/kota yang telah memiliki
kemandirian keuangan yang sangat baik. Sebagaimana disebutkan penelitian
terdahulu pajak daerah adalah pemberi sumbangan terbesar dalam PAD.
Kecilnya nilai pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah tentu saja
mengakibatkan rendahnya kemandirian keuangan mayoritas pemerintah daerah
di Indonesia. Tentu diperlukan adanya usaha optimalisasi pajak daerah yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Melihat betapa pentingnya optimalisasi pajak daerah dalam pemenuhan
amanat dari undang-undang otonomi daerah, penulis ingin melakukan penelitan
faktor-faktor apa saja berpengaruh atas optimalisasi pajak daerah. Sehingga,
peneliti tertarik untuk melakukan penilitian dengan judul “analisis optimalisasi
penerimaan pajak daerah studi kasus pada kabupaten halmahera timur” dimana
studi ini akan dilaksanakan di kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku
Utara.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mengangkat beberapa
hal untuk diteliti yaitu sebagai berikut.
1. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera
Timur?
2. Apakah penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Halmahera Timur sudah
optimal?
73. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
penerimaan pajak daerah Kabupaten Halmahera Timur ?
4. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan dan
pemungutan pajak daerah di Kabupaten Halmahera Timur ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang
diangkat untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.
1. Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Halmahera Timur
2. Tingkat Optimalisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak
daerah Kabupaten Halmahera Timur.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pemungutan
pajak daerah di Kabupaten Halmahera Timur.
1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran Teoretis
akademis maupun pada hal praktis.
1.4.1 Kegunaan Teoretis Akademis
Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pajak daerah dan
kontribusinya dalam pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten Halmahera
Timur. Selain itu juga memberikan informasi mengenai tingkat optimalisasi pajak
daerah serta hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam meningkatkan
penerimaan pajak daerah.
81.4.2 Kegunaan Praktis
Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten
Halmahera Timur sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk menggali potensi
daerah untuk dijadikan Penghasilan Asli Daerah. Hasil penelitian juga dapat
digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan evaluasi atas kinerja daerah
dalam mengelola pendapatan asli daerah yang dimiliki sehingga dapat lebih
mensejahterakan masyarakat pada daerah tersebut.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten
Halmahera Timur dimana responden penelitian berasal dari Dinas Pendapatan
Keuangan dan Aset Kabupaten Halmahera Timur sebagai SKPD yang
bertanggungjawab atas penerimaan daerah dan pengelolaan keuangan. Serta
perwakilan internal organisasi Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Dinas
Perhubungan, Dinas Pertambangan, dan Dinas Kehutanan.
1.6 Sistematika Penulisan
Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi akan terbagi ke dalam
lima bab sebagai berikut.
BAB I : PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah mengenai perubahan
paradigma audit internal. Bab ini juga membahas sejarah singkat mengenai
perkembangan audit internal, profil singkat organisasi studi kasus. Dengan
latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya
dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup
penelitian dan sistematika penulisan.
9BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Berisi teori-teori yang digunakan sebagai
landasan penelitian. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang
digunakan sebagai referensi landasan teori, kerangka pemikiran Teoretis,
serta model penelitian.
BAB III : METODE PENELITIAN. Menjelaskan tentang desain penelitian,
variabel penelitian beserta definisinya, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, objek penelitian, dan analisis data. Bab ini menjelaskan
bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.
BAB IV : PEMBAHASAN. Berisi pembahasan atas hasil pengolahan data dan
analisisnya. Data merupakan data primer dan sekunder yaitu berupa hasil
dari responden atas kuesioner penelitian dan data-data tertulis yang didapat
dari audit internal organisasi. Data diolah menggunakan alat statistika untuk
mengetahui kondisi variabel yang ada pada hasil respondensi.
BAB V : PENUTUP. Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan
penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan




2.1 Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara
harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa
Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan
namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai
kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan
guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Otonomi daerah di Indonesia diawali dengan lahirnya undang-undang
No.5 tahun 1974. Undang-undang diharapkan dapat memberikan otonomi pada
pemerintahan daerah waktu itu. Namun pada kenyataannya aroma kental
desentralisasi sangat ketara di undang-undang tersebut. Selanjutnya pada masa
reformasi dengan desakan dari berbagai pihak lahirlah undang-undang otonomi
daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun
2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
Untuk dapat mewujudkan otonomi daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah, maka menurut Syamsuddin (1999:5) terdapat 5 aspek
yang harus ada dalam sebuah pemerintah daerah :
1. Self Regulating Power,yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan
otonomi Daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
2. Self Modifying Power,yaitu kemampuan melakukan penyesuaian-
penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi
daerah.
3. Local Political Support,yaitu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang
mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi Kepala Daerah
sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai unsur legislatif. Dukungan
politik lokal ini akan sekaligus menjamin efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
4. Financial Recources,yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola
sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai
kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
yang segera menjadi kebutuhannya.
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5. Developing Brain Power,yaitu membangun sumberdaya manusia aparatur
pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas
intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.
Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa dalam
penyelenggaraan otonomi pada suatu daerah paling tidak pemerintah tersebut
harus dapat bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, dapat menjalankan
pemerintahan dengan dukungan sepenuhnya dari masyarakat serta menjalankan
peraturan pemerintah nasional namun disesuaikan dengan kondisi di masing-
masing daerahnya dan tidak lupa dapat secara mandiri mengembangkan
sumber-sumber penghasilan yang ada sehingga dapat membiayai segala
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2.2 Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan) dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah
pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian
wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau
orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.
Pada sistem pemerintahan yang desentralisasi diwujudkan dengan sistem
otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus
diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan
daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan
yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan
dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada
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otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang
tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta
digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi
karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
Desentralisasi di Indonesia dimulai pada tahun 2001. Hal ini diawali pada
tahun 1998 saat kekuasaan orde baru berakhir. Tuntutan demokrasi dan
pemberdayaan daerah menjadi sangat kuat. Lalu pada masa Presiden Habibie
(1999) dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan
Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang penyerahan
kewenangan dari pusat ke daerah sehingga kewenangan daerah menjadi sangat
besar. Sebagai konsekuensi, maka kantor pemerintah pusat yang ada di daerah
(Kantor Wilayah dan Kantor Departemen) sebagian besar diserahkan kepada
daerah termasuk pegawai dan asetnya.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur tentang penyerahan
sumber keuangan kepada daerah, terutama melalui mekanisme transfer yang
cukup besar kepada daerah dan juga dibarengi dengan kekuasaan
pengelolaannya. Undang-Undang ini lebih menitikberatkan pada pola
perimbangan yang didasarkan pembagian kekayaan sumber daya alam dan
masih sangat sedikit yang berbasis pada perpajakan.
Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 terdapat beberapa perubahan yang cukup fundamental
dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu:
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1. Konsep desentralisasi lebih mengemuka dibandingkan dengan
dekonsentrasi.
2. Pertanggungjawaban lebih bersifat horizontal daripada vertikal.
3. Pengaturan yang lebih jelas mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah.
4. Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh kepada daerah.
Siddik (2002) menyatakan desentralisasi merupakan sebuah instrumen
untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan
pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan
keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan
dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah
untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing
power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih
oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.
Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas:
1. Desentralisasi Politik (Political Decentralization);
2. Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization);
3. Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); dan
4. Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).
Menurut Bahl (2008), terdapat dua manfaat dan empat kelemahan
desentralisasi fiskal. Manfaat desentralisasi fiskal adalah:
1. Efisiensi ekonomis. Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih
mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat
akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.
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2. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Pemerintah
daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa
ditarik oleh pemerintah Pusat.
Sedangkan kelemahannya adalah:
1. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro.
2. Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi.
3. Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan.
4. Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada
keuntungan yang didapat.
Untuk di Indonesia penerapan desentralisasi fiskal memiliki manfaat yaitu
Desentralisasi akan lebih mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan
lewat pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang memiliki informasi dan
insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan
pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah dapat
meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan publik.
Menurut Sinaga dan Siregar (2005), desentralisasi fiskal memiliki fungsi-
fungsi sebagai berikut:
1. Mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua
tingkat.
2. Memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintahan.
3. Memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan penyediaan
jasa-jasa lokal.
4. Memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
5. Menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi.
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Untuk menilai apakah desentralisasi pada suatu daerah telah berjalan
sebagaimana mestinya tentu adalah dengan melihat apakah fungsi-fungsi
tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.
2.3 Penerimaan Daerah
Penerimaan daerah adalah dana yang masuk ke kas daerah. Dalam
pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah dibagi menjadi dua yaitu
pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah
yang diakui sebagai penambahan nilai asset bersih dalam periode tahun
bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-
sumber pendapatan daerah adalah:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah




c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d) lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua
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jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi
hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil penerimaan Sumber
Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil
perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian
hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum,
perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan
pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana
perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan
bersumber dari:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Dana cadangan daerah; dan
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2.4 Pajak Daerah
Menurut Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat
melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan
daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak
dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah
terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak
daerah dan retribusi daerah.
Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak
berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal
tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan
mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi
dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa
objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.
Menurut Sidik (2002) prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik
pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang
perpajakan daerah sebagai berikut:
1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat
mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok
masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota
kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan
memuaskan bagi si wajib pajak.
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4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan
kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang
hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.Pada
dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik
bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau
pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan,
sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss).
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian
kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan
kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, pemerintah daerah juga
harus memperhatinkan kelayakan suatu pajak menjadi pajak daerah. Pajak
daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian
kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu,
Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus sesuai dengan
fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu
1. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
2. Fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk
mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agarrakyat
menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor
dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam
rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.
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Menurut Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang
diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat
Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :
1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok
untuktujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab
Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu
“mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar
pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi kedaerah
yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu
“mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang
berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini
pajak komsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya
karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas(seperti propinsi di
Kanada). Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” merupakan
persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih
tinggi (Pusat/Propinsi).
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya
diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
4. Pajak daerah seharusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas
bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak
terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong
akuntabilitas daerah.
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah
lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan
pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
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6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai
untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan,
idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu
berfluktuasi.
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah
diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara
ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah
pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.
8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan
secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan
kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang
manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.
Dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan PP pendukungnya, yaitu PP No. 69
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan
antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak yang
dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat)
jenis pajak, yaitu :
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA);
2. Bea Balik Nama KendaraanBermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB &
KAA);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
(P3ABT & AP).
Jenis Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat
memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah
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jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU. Adanya
pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Propinsi terkait dengan
kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah
Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan
daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya Propinsi dapat tidak memungut jenis
pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.
Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang
ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. 69
Tahun 2010.






5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
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Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota
diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang
ditetapkan secara eksplisit dalam UU No. 28 Tahun 2009 , dengan menetapkan
sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang
ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria dimaksud adalah :
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya
melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak
Pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.
Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif
maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan
jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota
diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.
Dalam rangka pengawasan berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun
2009 dan PP No. 69 Tahun 2010, Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah
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Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda
dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam
Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat membatalkan perda
dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan
dimaksud Namun demikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalkan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan
kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada
Pemerintah.
2.5 Optimalisasi Pajak Daerah
Salah satu indikator utama yang menunjukkan suatu daerah mampu
melaksanakan otonomi daerah yaitu terletak pada kemampuan keuangan
daerah. Artinya, daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk
menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus
seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus
menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam
sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi
sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan
daerah.
Dalam upaya optimalisasi pajak daerah, pemerintah daerah dapat
melaksanakan upaya intensifikasi dan ekstensifiasi perpajakan. Berdasarkan SE
No. 06/PJ.9/2001 pengertian ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang
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berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek
pajak dlam admistrasi Direktorat Jendral Pajak, sedangkan intensifikasi pajak
adalah kegiatan optialisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan
suyek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan
dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
Sidik (2002) dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui
optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara
lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas
basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan
ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar
pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data
objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap
jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat
proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda,
mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain
dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki
proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan
sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan
pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur
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administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan
efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait di daerah.
Sedangkan untuk upaya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan,
yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan
perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu,
perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui
sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang
lebih tepat dipungut oleh daerah.
Namun dalam pelaksanaanya terdapat pula beberapa kendala dan
hambatan yang terjadi. Menurut studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama
dengan Clean Urban Project, RTI beberapa permasalahan yang sering dihadapi
dalam pelaksanaan pajak daerah adalah sebagai berikut :
1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 28
Tahun 2009 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis
pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru
sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih
dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis
pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar
daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti
memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi
krisis ekonomi.
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2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian
besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya
pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha”
daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan
“negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini
mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya
pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang
rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam
pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong
memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi
sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target
yang ditetapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal ini
mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.
2.6 Kerangka Penelitian
Sesuai dengan amanat undang-undang no 32 tahun 2004 dan undang-
undang no 33 tahun 2004 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah serta
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pemerintah daerah diberikan
hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri atau otonomi daerah.
Otonomi daerah juga berarti pemerintah daerah selain mengatur daerahnya
sendiri juga harus bisa menghidupi daerahnya sendiri. Pemerintah daerah harus
bisa memanfaatkan segala potensi sumber keuangan yang ada di daerahnya
untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan. Hal ini dilakukan agar daerah
tidak lagi bergantung terlalu banyak pada dana bantuan dari pemerintah pusat.
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Namun kenyataanya semenjak paket undang-undang otonomi daerah ini
diberlakukan secara efektif sejak tahun 2001, pada APBN-P 2015 hanya ada 2
provinsi dan 2 kabupaten/kota yang dinyatakan pemerintah pusat telah memiliki
kemandirian keuangan yang memadai sehingga tidak perlu lagi diberikan
bantuan dana perimbangan. Jika kita melihat hanya ada 2 provinsi dari total 35
provinsi dan 2 kabupaten/kota dari sekitar 415 kabupaten/kota yang ada di
Indonesia tentu hal ini sungguh memprihatinkan. Sudah ada sekitar 15 tahun
sejak peraturan ini dibuat namun hanya ada 4 daerah saja yang bisa dikatakan
benar-benar bisa mandiri dalam sektor keuangan. Salah satu indikator utama
suatu daerah berotonom adalah memiliki kemandirian keuangan. Penghasilan
Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah ternyata masih
belum bisa digali secara maksimal oleh mayoritas pemerintah daerah yang ada
di Indonesia.
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu komponen yang
menyumbang jumlah terbesar dalam PAD adalah pajak daerah. Kenaikan pajak
daerah memiliki dampak yang simultan terhadap kenaikan kinerja keuangan
yang memiliki dampak langsung pada tingkat kemandirian keuangan daerah.
Atas dasar inilah dalam penelitan ini penulis ingin mengetahui apa saja upaya-
upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi pajak pada kabupaten
Halmahera Timur, serta mengidentifkasi apa saja yang menjadi hambatan dalam
pelaksanakan dan pemungutan pajak daerah di kabupaten Halmahera Timur
dengan menggunakan metode analisis deskriptif.
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Berikut penulis gambarkan kerangka pemikiran penulisan penilitian ini
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat
Studi kasus. Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan
pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu
tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Studi kasus (case
study) merupakan satu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan
sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau
sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi
kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data,
mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama
sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh
kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus
tersebut.
Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda
dengan kasus lainnya. Suatu kasus dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari
satu unit, tetapi merupakan satu kesatuan. Kasus dapat satu orang, satu kelas,
satu sekolah, beberapa sekolah tetapi dalam satu kantor kecamatan, dsb. Dalam
studi kasus digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara,
observasi, dan studi dokumenter, tetapi semuanya difokuskan kearah
mendapatkan kesatuan dan kesimpulan.
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3.2 Objek Penelitian
Objek penelitian yang diambil adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera
Timur. Menurut data yang didapat serta pengalaman dari peneliti Pemerintah
Kabupaten Halmahera Timur cocok untuk dilakukan penelitian karena
berdasarkan data yang ada masih memiliki tingkat pajak daerah yang rendah.
3.3 Data dan Sumber Data
Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa,
atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman,
dokumen atau arsip. Jenis sumber data menurut Sutopo (2002) adalah sebagai
berikut
1. Nara Sumber (Informan).
Jenis sumber data ini dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai
responden. Manusia sebagai sumber data perlu dipahami, bahwa mereka
terdiri dari beragam individu dan memiliki beragam posisi. Oleh karena itu di
dalam memilih siapa yang akan menjadi informan, peneliti wajib memahami
posisi dengan beragam peran serta yang ada sehingga dapat diperoleh
informasi pernyataan maupun kata-kata yang diperoleh dari informan yang
disebut data primer atau sering disebut sebagai informan kunci (key
informan).
2. Tempat dan Peristiwa.
Tempat dan peristiwa dapat dijadikan sebagai sumber informasi karena
dalam pengamatan harus ada kesesuaian dengan konteks dan setiap situasi
sosial selalu melibatkan pelaku, tempat dan aktivitas. Tempat dan peristiwa
dimaksudkan untuk memperkuat keterangan yang diberikan oleh informan.
Tempat yang menjadi lokasi observasi penelitian ini berada di Kabupaten
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Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Peristiwa adalah pengelolaan
penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Halmahera Timur.
3. Dokumen
Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,
terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat,
teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah
penyelidikan. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang dapat
digunakan sebagai sumber data yang dijadikan sumber informasi, dokumen-
dokumen yang digunakan tentu saja yang berkaitan dengan masalah yang
sedang dipelajari.
3.4 Populasi dan Sampel
Menurut Sugiono (2002) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.
Peneliti merencanakan populasi sebagai berikut:
1. Seluruh pejabat struktural dan staf di lingkungan DPPKAD Kabupaten
Halmahera Timur .
2. Seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur .
3. Wajib pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
4. Bendahara penerimaan dan PPK SKPD pada seluruh SKPD yang memiliki
anggaran penerimaan pajak daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Timur
5. Seluruh pejabat fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Maluku
Utara.
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6. Seluruh pejabat fungional auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara.
Sampel adalah bagian dari populasi. Menurut Sekaran (2013)
pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan cara purposive sampling.
Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari
sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti.
Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung
penelitian ini. Sampel yang dibutuhkan sejumlah dua belas orang berdasarkan
kriteria tertentu akan diuraikan sebagai berikut:
1. Pejabat struktural dan staf yang melaksanakan fungsi pendapatan dan
anggaran di lingkungan DPPKAD Kabupaten Halmahera Timur sejumlah dua
orang.
2. Bendahara penerimaan dan PPK SKPD pada tiga SKPD teknis dengan nilai
anggaran penerimaan paling material di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Timur sejumlah dua orang.
3. Wajib pajak yang objek pajaknya merupakan tiga terbesar penyumbang
pendapatan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
sejumlah dua orang.
4. Pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor (minimal Pengendali Teknis
dan Ketua Tim) yang menangani reviu LKPD dan pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera
Timur sejumlah dua orang.
5. Pejabat fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Maluku Utara
(minimal pengendali teknis dan ketua tim) yang melaksanakan pemeriksaan
atas LKPD Kabupaten Halmahera Timur TA 2010 – 2014 sejumlah dua
orang.
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6. Pejabat fungsional auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Kabupaten
Halmahera Timur (minimal pengendali teknis dan ketua tim) yang
melaksanakan pendampingan penyusunan LKPD Kabupaten Halmahera
Timur TA 2010 – 2015 sejumlah dua orang.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian. Dalam
hal ini penulis menggunakan tiga (3) teknik pengumpulan data yaitu:
1. Wawancara Mendalam. Sutopo (2006) menjelaskan bahwa wawancara
merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau
keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan
dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara
mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau
tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara
dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
2. Observasi. Menurut Sekaran (2013) obrservasi merupakan salah satu teknik
pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden
(wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam
berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila
penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-
gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.
Observasi dibagi menjadi dua yaitu:
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a. Participant Observation. Dalam observasi ini, peneliti secara langsung
terlibat dalam kegiatam sehari-hari orang atau situasi yang diamati
sebagai sumber data. Misalnya seorang guru dapat melakukan observasi
mengenai bagaimana perilaku siswa, semangat siswa, kemampuan
manajerial kepala sekolah, hubungan antar guru, dsb.
b. Non participant Observation. Berlawanan dengan participant Observation,
Non Participant merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara
langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Misalnya
penelitian tentang pola pembinaan olahraga, seorang peneliti yang
menempatkan dirinya sebagai pengamat dan mencatat berbagai peristiwa
yang dianggap perlu sebagai data penelitian. Alat yang digunakan dalam
teknik observasi ini antara lain : lembar cek list, buku catatan, kamera,
smartphone dll.
3. Studi Dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan
data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang
dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah
besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.
Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan
harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data
ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada
peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara
detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-
surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen
pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di
website, dan lain-lain.
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3.8 Metode Analisis Data
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam
penelitian, penulis menggunakan metode analisis data yang sesuai dengan
setiap permasalahan. Berikut ini adalah metode analisis data yang penulis
pergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian :
1. Untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten
Halmahera Timur. Penulis akan menggunakan data yang didapatkan dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Halmahera Timur Tahun
Anggaran 2011-2015. Selanjutnya penulis akan mencari nilai realisasi dari
PAD dan Pajak Daerah selama tahun anggaran 2011-2015. Setelah
didapatkan data tersebut maka akan digunakan rumus sebagai berikut:
Hasil pengukuran tingkat kontribusi pajak daerah di Kabupaten
Halmahera Timur akan memberikan kategori nilai sebagai berikut:
a. Koefisien tingkat kontribusi bernilai dibawah 40% artinya tidak signifikan.
b. Koefisien tingkat kontribusi bernilai antara 40% - 60% artinya cukup
signifikan.
c. Koefisien tingkat kontribusi bernilai antara 60% - 80% artinya signifikan
d. Koefisien tingkat kontribusi bernilai antara 80% - 100% artinya sangat
signifikan.
2. Untuk menghitung tingkat Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dapat
dihitung dengan membandingkan antara Potensi Pajak dengan Realisasi
Pajak. Semakin kecil selisih antara Potensi dan Realisasi Pajak maka
semakin optimal penerimaan pajak daerah tersebut. Untuk data realisasi
pajak penulis dapatkan dari LRA Kabupaten Halmahera Timur TA 2011-2015.
37
Setelah itu dilakukan analsis atas data tersebut untuk didapatkan Pajak
Daerah yang memiliki nilai realisasi terbesar dalam rentang tahun 2011-2015.
Jenis Pajak Daerah yang akan penulis hitung tingkat optimalisasinya adalah
yang memiliki nilai realisasi terbesar selama tahun anggaran 2011-2015 hal
ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan penulis dalam
melakukan penelitian. Selanjutnya penulis akan menghitung berapa potensi
pajak daerah tersebut untuk jangka waktu 2 tahun terakhir agar data yang
didapat adalah data yang mutakhir dan terbaru. Teknik penghitungan potensi
pajak daerah akan dituliskan pada bab selajutnya setelah penulis mengetahui
jenis pajak apa yang akan dihitung potensinya. Untuk menghitung
Optimalisasinya dihitung dengan rumus berikut :
Hasil pengukuran tingkat optimalisasi penerimaan pajak daerah di
Kabupaten Halmahera Timur akan memberikan kategori nilai sebagai berikut:
a. Koefisien tingkat optimalisasi bernilai dibawah 40% artinya sangat tidak
optimal.
b. Koefisien tingkat optimalisasi bernilai antara 40% - 60% artinya tidak
optimal.
c. Koefisien tingkat optimalisasi bernilai antara 60% - 80% artinya cukup
optimal.
d. Koefisien tingkat optimalisasi bernilai antara 80% - 100% artinya
optimal.
e. Koefisien tingkat optimalisasi bernilai diatas 100% artinya sangat
optimal.
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3. Setelah mengetahui tingkat Optimalisasi Pajak penulis akan mencari faktor-
faktor apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak
Daerah dan juga mencari faktor-faktor apa saja yang menghambat atau
menurunkan tingkat optimalisasi pajak tersebut. Metode yang digunakan






Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap tingkat optimalisasi
penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Halmahera Timur dapat disimpulkan
bahwa :
1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 –
2015 adalah sebesar 10,46% namun setelah dilakukan koreksi atas Lain-Lain
PAD yang sah maka Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah adalah sebesar 73,24%
2. Tingkat Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2014 adalah
sebesar 102,76% dan Tingkat Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran pada
tahun 2015 adalah sebesar 82,12%.
3. Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak
daerah adalah
a. Memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah.
b. Memberikan Kepastian Hukum dalam Pemungutan Pajak.
c. Meningkatkan pengawasan pemungutan perpajakan.
d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
4. Hambatan – hambatan dalam pemungutan dan pelaksanakan pajak daerah
pada Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai berikut
a. Pendataan atas subjek pajak dan objek pajak yang tidak memadai
b. Pencatatan atas penerimaan pajak daerah yang tidak memadai.
c. Tidak ada dasar hukum yang memadai.
65
d. Tidak adanya upaya penagihan atas pajak yang belum dibayar.
e. Pajak Daerah tidak dianggap sebagai sumber penerimaan daerah yang
prioritas. Dana transfer pemerintah masih menjadi sumber penerimaan
prioritas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran peneilti yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten
Halmahera Timur, yaitu:
1. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur harus merubah pola pikir tentang
penerimaan daerah. Penerimaan daerah tidak boleh hanya mengandalkan
dari dana pemerintah pusat saja tetapi juga berusaha untuk meningkatkan
potensi penerimaan yang ada di dalam daerah. Jika pendapatan asli daerah
dapat dimaksimalkan tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat.
2. Dasar – dasar hukum mengenai pajak daerah harus diperbaharui dan
diperjelas sehingga dalam pelaksanaannya tidak dialami kendala karena
tidak jelasnya peraturan hukum yang menaunginya. Jika diperlukan bisa
meminta bantuan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) untuk menyempurnakan peraturan – peraturan daerah yang ada.
3. Sistem penerimaan dan penyetoran PAD sebaiknya dilakukan secara
terkomputerisasi sehingga pencatatan dan pengelolaannya lebih baik dan
sistematis.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti dalam melakukan
penelitian ini adalah :
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1. Data yang digunakan dalam penelitian sebagian besar berasal dari data
sekunder yang diolah oleh penulis hanya sebagian kecil saja data yang
didapatkan dari data primer.
2. Kontribusi pajak daerah yang dapat diteliti hanya pada tahun 2011 – 2015
hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam mencari dokumen keuangan
tahun – tahun sebelumnya.
3. Pajak Daerah yang dihitung tingkat optimalisasinya hanyalah pajak daerah
yang memiliki jumlah penerimaan terbesar dalam tahun 2011 – 2015.
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